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PUTUSAN
Nomor 179/Pdt.G/2017/PA.TIm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikanSD, pekerjaan  Buruh, bertempat tinggal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo,
sebagaiPemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal
XXXXOXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo,
sebagaiTermohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 12
Oktober2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta
Nomorl79/Pdt.G/2017/PA. Timtanggal 16 Oktober 2017, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2007, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Propinsi
Gorontalo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

XXXXXKXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2017;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tempat
kediaman di rumah orang tua Pemohon di
XXXXXXKKHHXXXKKHXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  Kabupaten Boalemo selama 9
tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang
tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri (ba'dadduhul) dan dikaruniai
seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun saat ini anak
tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014antara Pemohon dan Termohon
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika
Pemohon menanyakan kepada Termohon uang yang dipinjam oleh
Termohon dipergunakan untuk apa, Termohon malah berbalik marah;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
tersebut terjadi pada tahun 2015, yang mana Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dalam keadaan tidur dan ketika Pemohon bangun
dari tidur Termohon sudah tidak ada, ketika Pemohon menanyakan kepada
adik Termohon dimana Termohon saat ini, adik Termohon mengatakan
bahwa Termohon telah pergi ke Kota Gorontalo;

6. Bahwa setelah 2 hari Termohon pergi, Pemohon dan orangtua Pemohon
menelpon Termohon agar Termohon kembali ke rumah, namun Termohon
menyatakan kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, yang mana
Termohon tidak ingin kembali lagi dan hidup bersama dengan Pemohon;

7. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang
demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih
perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

8. Bahwasaat ini Termohon sudah kembali dari Kota Gorontalo dan tinggal di
rumah nenek Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

3. Menetapkan biaya perkara menuruthukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan
Nomor 179/Pdt.G/2017/PA.TIm, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran
Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan
Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon
menyatakan tetap pada surat permohonannyatanpaada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

e Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah
N OMOMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxtertanggal 11 Oktober 2017
yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang cocok dengan aslinya

dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P);
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B. Saksi-saksi
Lo XXOOKXXXXXXXEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (@yah kandung Pemohon), umur
43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat
tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo,di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah
saksi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang
anak;

- Bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
Namun padatahun 2015 tepatnya pada hari minggu, bulannya saksi
lupa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang pada saat itu
sedang tidur dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Termohon pergi meninggalkan
Pemohon, hanya saja empat hari setelah kepergian Termohon
banyak penagih hutang yang datang kerumah saksi untuk menagih
hutangnya Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak
Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2015, Pemohon
tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal dirumah orangtuanya;

- Bahwa saksi pernah menelpon Termohon empat hari setelah
Termohon pergi dan saksi meminta Termohon untuk kembali
kerumah bersama Pemohon namun tidak berhasil, Termohon tidak
mau kembali lagi kerumah untuk hidup bersama dengan Pemohon;

2. XXRRXXXXKXKKKKOOXXXXXXXXXXXXKKKXXX,  (Sepupu  Pemohon), umur 24
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat
tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah
orangtua Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi sejak tahun
2014;

- Bahwa saksi pernah mendengar tiga kali Pemohon dan Termohon
bertengkar, namun saksi tidak mendengar jelas apa penyebabnya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
sejak tahun 2015 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon
tanpa izin dan tidak pernah lagi kembali dan hidup bersama dengan
Pemohon, dan sejak kepergian Termohon tersebut, banyak penagih
hutang yang datang menagih hutang Termohon;

- Bahwa orangtua Pemohon pernah menelpon Termohon dan
meminta Termohon untuk kembali kerumah bersama Pemohon
namun Termohon tidak mau lagi kembali dan tinggal bersama
Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi
serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon,
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon
tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap

pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TimHal. 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang
pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai legal
standing dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah
mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang
telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian
bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa
antaraPemohon dan Termohon telahberlangsung akad nikah pada hari
Sabtutanggal 10 Nopember 2007 sehingga dengan demikian bukti (P) telah
memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil
dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna
dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suamiistri sah yang
pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta,
Kabupaten Boalemooleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata
Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan
berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63
ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal
1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1)
huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara

absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon
untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknyasebagai berikut:

1. Bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak

tahun 2014 sampai sekarang;
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2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut karena TermohonseringberhutangtanpasepengetahuanPemohon;

3. BahwaPemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun
2015 sampai sekarang, karenaTermohonpergimeninggalkanPemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut,
Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di
bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan
kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannyaPemohon mendalilkan bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014
sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan saksi Il Pemohon
menerangkan kalau tidak mengetahui kapan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan I
Pemohonyang tidak mengetahui kapan antara Pemohon dan Termohon mulai
tidak rukun maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai
sekarangtidakterbukti;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan
bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut
karena TermohonseringberhutangtanpasepengetahuanPemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan saksi Il Pemohon
menerangkankalaubanyakpenagihhutang yang
datangmenagihsejakkepergianTermohon,
sedangkanPemohontidakmengetahuitentangperihalhutangTermohontersebutba
hkansaksi Il menerangkankalautiga kali
mendengarantaraPemohondanTermohonbertengkarwalaupuntidakmengetah uij
elassebabpertengkaranitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan Il Pemohon

yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwasebab
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perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena
TermohonseringberhutangtanpasepengetahuanPemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan
bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015
sampai sekarangkarenaTermohonpergimeninggalkanPemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan saksi Il Pemohon
menerangkan bahwa benarPemohon dan Termohon telah pisah tempattinggal
sejak tahun 2015 sampai
sekarangkarenaTermohonpergimeninggalkanPemohontanpaizin, bahkansaksi |
PemohonsudahberusahamembujukTermohonuntukkembalibersamaPemohona
kantetapiditolakoleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan Il Pemohon
yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai
sekarangkarenaTermohonpergimeninggalkanPemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. BahwaPemohon dan Termohon adalah suami istri sah telahmenikah pada
tanggal 10 Nopember 2007 yang pernikahannya tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut karena Termohonseringberhutangtan pasepengetahuanPemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun

2015 sampai sekarangkarenaTermohonpergimeninggalkanPemohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus
saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana
penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta
ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi
dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi karena Termohon seringberhutangtanpasepengetahuanPemohon,

TermohontelahpergimeninggalkanPemohontanpaizindantidak mau lagi
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kembalidantinggal bersama Pemohon, sehingga mengakibatkan antara
Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling
memperdulikan, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan
rumah tangga Pemohon dan Termohon serta merupakan indikasi telah
terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya
merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidakharmonisan

antara Pemohondan Termohonsehingga sulituntuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon
sebagaimanatersebut di atas, Majelis Hakimberpendapatbahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974yakni
untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmabh,
yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum

ayat 21 :
S5 (3 0] Aye 8350 WSt Jammg Ledl 198 Lol WSl e oS s 0T T e

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nyaialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayatAl qur'an

surah al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:
e o 0L Bl gae O
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Artinya:"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan
membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar,
untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan
terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan
Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul figh yang
berbunyi:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga
permohonan Pemohontelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohonharus dikabulkan pada
petitum point 2 dengan memberi izin kepada
Pemoh on (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu
raji kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan
Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist
Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il halaman 149 yang

sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:
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Artinya " Barangsiapa yang tidakmemenuhipanggilan hakim,
dinilaidhalimdangugurhaknya ” ;

dandalamkitab Al- Anwar sebagaiberikut:
ade Sy 2dly oell sl Sl ojpaisl aplsd olia) 0 Ol
(1 £a- =59

Artinya : “ Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi
atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan
pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ”

maka permohonanPemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan

hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek );

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian,
maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak
perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tilamuta, Kabupaten Boalemountuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingatdan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan bahwaTermohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. MemberiizinkepadaPemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

4. MemerintahkanPanitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemountuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untukitu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.
331.000.,- (tigaratustigapuluhsatu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tilamuta, pada hari Rabu, tanggal 08 November 2017 M,
bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 H, yang dibacakan oleh H. Mihdar,
S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noni Tabito, S.E.l., dan Kartiningsi Dako,
S.E.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu NurHairat Adam, S.H.l, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Noni Tabito, S.E.I H. Mihdar, S.Ag., M.H
Kartiningsi Dako, S.E.I. Panitera Pengganti,
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NurHairat Adam, S.H.I

Rincian biaya perkara

- BiayaPencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-

- BiayaPanggilan Rp. 240.000,-
- BiayaRedaksi Rp. 5.000,-
- BiayaMeterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 331.000,- (tigaratustiga puluh satu ribu

rupiah)
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